WALIKOTA KUPANG
PROVINGI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS] TUGAS DAN FUNCS] SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAM

Memim bang

Mengingat

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peramuran

Menteri Pendavagunszan Aparatur Negara den Reformas

BirokTrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Fenyederhanazan

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perwali

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi serta Teta Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatthan Daemmh Kota Kupaeng;

l. Pasal 18 ayzt (6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Petnbentukan Kotamadya Daerah ‘Tingkat I Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1996
Nomer 43, Tambzhan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintdhan Daerah ([Lembaran Negare Republik
indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337



sebagaimana telah diubzh beberapa kali temakhir
dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja [Lembaran Nepara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2016 Mpomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indenesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubahkh dengan  Peraturan
Pemerintah Neomor 72 Tahun 2019 Tentany Perubahan
Atas Teraturan Pemerintah Nomoer 18 Tabun 2016
tentang Peranglat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 NMomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
Peraturan Menteri Pendayagunean Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Pemyedertz inaan Sguktur Organisasi pada [nstansi
Pemerinlah untUk Penyederhanean Birckrasi {Berita
Negara Republik Indanesia Tahun 2021 Nomor 546):
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomoar 13 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah
Kaota Kupang {Lembaran Daerah Kota RKupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomar 273}, acbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denpan Peraturan Caerah Nomor
fi Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Keta
Kupang {Lembaran Daerahh Kota Kupang Tehun 2019
Nomer 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 285);



MEMUTUSEAN:

Menetapkan PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGAMISASI, TUGAS DAN FUNGS|I SERTA
TATA KEEJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN LPAN
PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikora adalah Waliketa Kupang.

4. SBekretariat Daerah, selanjutnya disebut Seida adalah Sekrelariat Daerah
Kota Kupang,

2. Sekretaris Daerah, selanjurnya disebut 3ekda adelah Sekretaris Daersh
Eota Kupang.

6. Badem Kepegawaian, Pendidikcin dan Pelatihan selanjutmya disebut
Badan adaluh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  Dacrah
Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yvang berisi Ningsi dan
tugas  berkaftan dengan pelayanan publik seta administrasd
pemériniahan dan pembxangunan.

8 Jabatan Fungsional adalabh scskelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan polayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu

8. Pejabat Fungsional adalah Pepawai ASN yang mendudulka Jabatan
Fungsional pade Instansi Pemerintah.

I0.5ub Koordinator adalah pejabat fungsional Jenjang ahli muda yang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian Lugas vang dinmanatkan, baik
yang merupakan firunan langsung maupun tidak langsung dan tugas
Jjabatan administrator di lingkup unit kerja.

11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adaiah
Unsur Pelaksana Tckmia padas Badan Kepesawsaian, FPendidikan dan
Pelatithan Daerah Kota Kupang

it |



BAB [l
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISAS!]

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urugan pemerintahan yang
menjad kewenangan Deeragh ;

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin aleh kepala
Dadan yang berkedudukan i bawah dun bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat () mempunyai tugas
membanty Walikola melaksanakan Urusan pemerintahian  vang
menjadi kewenangan deserah di Bidang Kepegawsian, Pendidikan dan
Pelatihan Damerah serta tugas pembantuan,

{4 Badan dalam melaksanakan tugas schapaimana dimaksud pada avat
(3} menyelenggaralan fungs:

& Perumusan kebijakan teknis daemh di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan daerah;

L. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kepegawaian,
peaiidikan dan pelatthan daerah;

i« pelaksanann, evaluasi dan  pelaporan  daesih di | bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dacrah;

d. pelaksanaan adminisirasi dinas daerah & bidang kepegawatan,
pendidiltan dan pelatithan daersh; dan

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Waliloota terkait dengan
tugas dan funpsinua.

Pasal 3

11} Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Badan

Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas

a HKepala Badan:

b. Sekretariat, terdir dar:
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
2 Sub bagian Umum dan Kepegawaian,

¢. Bidang Pengadaan, Disiplin dan Inf ormasi,

d. Bidang Mutasi;



e

()

4

3)

e Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Organisasi
Profesi ASN;

f. Kelompok Jebatan Fungsional; dan

g UPTD.

Sekretariat sebagaimane dimaksud pada avat [1) huruf by dipimpin oleh

sckretaris vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Radan.

Masging-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sub Bagian dipimpin olelh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada sclaoreraris.

Bagan Susuynan Struktur Organisasi sehagaimana dimaksud pada apal

(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraruran Walikota ini

BaB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

{l)Sckretariat mempunm rai tugas melaksanakan koordi nasi peizksanaan

)

[ugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bekretariat mempunyai fungsi ;

a pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan,

b. penyusunan rencana, program dan anggaran badam;

¢. pembingan dan pemberian  dukungan administrasi badan yang
meliputi penyelenggaraan wurusan ketatausahaan rumah tEngga,
ketatalaksanaan, kepegawalan, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, #organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan
kearsipan dan dolkumentasi;

d. pelaksanaan manitering, evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
dan

e pelaksanaan tugas kedinasan lam yang diberikan aleh atasan,



(1)

(2}

(1)
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Pasnl 5
BSub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyel tupas melaksanakan
tugas sekretariaf lingkup peréncanaan dan keuangan Badan.
Untuk mekiksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi;
a. menyusun rencana, program Kegialan dan anggaran badan;
b. menyiapkan bahan pengumpulan, pengelahan dan penvagan data
linglkup badan,
o menviapkan bahan penvusunan leporan kinerja badan;
d melakssnakan urusan tata laksana keuangan badan:
e melaks: imalean urus:n perbendaharaan dan gaji kngkup badar;
f, melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi badan;
g menyusun laporan keuangan badan; dan

h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasgal 6

Subr Bagian Urnum dan Kepegawalan mempunyel filgas melalksanakan

tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umnm dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a wmelakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urussan kepegawrian
badan;

b melakukan penyiapan bahan dan pelaksanasn urusan ketarausahaan
samnsa Jdan presarana rumsh tangea badan;

. melakukan  penyiapen bahen dan  pelaksapaan  urusan,
ketatalaksanaan, Lkepustakasn, tats persuratan, kearsipan dan
dokumentrast lingkup badan;

d melakukan penyiapan bahan dan peleksanaan urusan hubungan
masyarakat dan keprotuakolan lingkup badan;

¢ melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi

gerta peraturan perundang-undangan lingkup badan; dan

f. melaksanekan mgas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,



(1)

(2]

(1]

@

FPaszal 7
Bidang FPenpadaan, Usiplin dan [formasi mempunyal tuges
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan pengadaan, disiplin dan informasi aparalur.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengadaan. Disiplin dan Informas{ mempunyai fungsi:
a. merumuskan kebijakan tekni pengadsan, disiplin dan informasi
aparatur,
b menyusun rencana kebutuhan, fenis dan jumlah jabatan wnwk
pelaksenaan pengadaan;
. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
d. mengkoorthnasikan peniegakikan disipiin 2paranr
memverifikas dokumen administrasi penegakkan disiplin aparatur;
mengelola sistemn informasi kepegawaian;
menyvajlkan data informasi kepegawalan;

@ o

melaksanakan pembinaan magalsh disiplin aparatur;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan  pelaporan kegiatan

=

pengadanarn, disiplin dan pengelolaan informasi aparatiur; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan

Pasal B

Bidang Mutasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mutasi.

Untuk melaksanakan tupas scbhagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Mutasi mempunyai fungsi:

. perumusan kebhjekan tekmis mutasi, peaempatan pegawai,
kepangkatan, pensiun dan status pegawai;

b pemelenggaraan proses mulasi, penempatan pegawal kepangkatan,
pensiun dan status pepawal;

¢ penyviapan pedeman teknis proses mutasi, penempatan pegawai,
kepangkatarn, pensiun dan status pegawal,

d. pengkoordinasian -peaksanaan  mutasl,  penempatan  pegawai
kepangkatan, pensiun dan status pegawai,

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegatan mutasi,
penempatan pegawai, kepangkatan, pensiun dan status pegawai; dan

f. pelaksanaan tuges kedinasan lainnya vang diberikan cleh atasan,



(1)

(2

(1)

(<}
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Pasal 3

Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Organisasi
Profesi ASN mempunyal ftugas merencaniakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan  dan  mengendalikan kegiatan pengembangan
kompetensi, penilaian kinerja dan orpanisasi profesi ASN.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja danh Organisasi
Profiesi ASN mempunyai fungsi:
4. perumusan kebijalian telmis pengembangan kompetensi;
b pelaksanaan pengembangen kompetensi
c. perencanaan kebutuhan diklat prajabatan dan pemnjenjangan, diklar

leknis fungsional dan sertilikasi;

L

perumusan kebijakan teknis penilaian kinerja tan penghargazn;
pelaksanaan kegiatan peniilaian kinerja dan penghargaan;
petiglooordi nasian kegiatan penilaian kiner ja;

petaksanaan verifikasi usulan pemberian pengharpaan:

o O

pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

-

petalesanaan fasilitasi profesi ASN;

j melakuken monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanazan
pengembangan komperensi, penilaian kinerja, penghargasn dan
[asililaxi profesi ASN: dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan.

BABIY
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasa) 10
Padsa Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan
tekmis operasional dan/fatau kematan teknis penunjang yang Imenjadi
kewengngan.
UPTD sebagaimena dimaksud pada ayat (1] merupakan, bapian dari
Perangkal daerah vang hertanggung jawab kepada Kepelz Badan.
Ketentuan lebih lanmut mengenai nomenklakir, jumlah dan jenis,
susunan organigasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (I] di atur dengan peraturan Walikota,



(L

2l

(3)

(2

(3)

(4

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIGNAL

Pasal 11
Kelompek Jabatan Fungsional pada Badan bersifat teknis sesuai keahlian
dan kebutu han,. -
Eelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (i
terdiri dari sejumlah lenaga jabatan fungsional yvang terdapat dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keshliannya.
Jumiah dan jenis jabatan fungsional sehagmimans dimaksud pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan kebuluhan dan beban kerja yang diatur

sesual dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal T2
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bermanggung jawahb
secara Jangsung kepada pejabat tinggi ‘madya, pejabat pimpinan tinggi
pralama, pejpbat administrator, atau pejabal pergawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugaa Jabatan Fungsional.
Peneniuan berkedudukan dan bertangsung jawnb secara lanpsung
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) disesuaikan dengan struktur
erganisasi
Kelompok Jabatan IFungsional dipimpin olech Sub Koordinator Jabatan
Fungsiongl yang ditetapkan ofeh pejgpbat Pembina kepegawaian stas
usulan pejabat yang berwenang.
Sub Koordinater schagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
kigas penyusunan rencana, pelaksanasn dan pengendalian, pemanta uan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada

masing-masing pengelompokan fimgesi jabatan administratar.

(3) Bub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri aras:

B sub koordinator substansi brmasi dan pengadaan;

o

sub koordinator substansi disiplin aparatur:

sub koordinator substansi data dan informasi;

sub koordinator substansi mutasi dan penempatan pegawai;
sub koprdinator substansi kepangkaran;

N L |

sub koordinator substansi pensiun dan status pegawai;



g sub koordinator substans! pengembangan kompetensi;

k. sub koordinator substansi penilaian dan evaluasi kanerja aparatur;
dan

i sub koordinator substansi kesejahterman aparaiur dan organisasi
profiesi ASN, '

BABVI
TATA KERJA

Pasal 13

[1}Dalam  melaksanakan hugasnya, Sctiap unsur organisasi  waib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkiingan masing-masing maupun  antar  &ptuEn  organisasi i
lingkungan pemerintah dagrah serta, denpan instans! lam d luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2} Betiap unsur organisasi wajb mengawasl bawahannya masing-masing
dan bila terjacdi penyvimpangan agar mengambil lampkah — langksh yang
diperlukan sesual dengan per@aturan perundang-undangan,

|3 Setimp unsur orgamsasi wajh Dbertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasilkan bawahannya masing-mesing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawashannya.

[4) Setiap unsur organispsi wajib mengikut dan memsatuhi petunjuk vang
diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
mensiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berksla
pads waktunya.

{3 Setiap laporan wvang diterima oleh setiap unsur organisasi
we jib diclah dan dipergunakan sebapai bahan untuk penyusunan laparan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawsahan.

[6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atas:in, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

{7) Dalam melaksanakan tUgas, Seliap unsur orgamisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepeda

bawabhan masing-masing.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal H -
Pada szat Peraturan Walikota i mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanalan tugasnya sampai dengan ditetapken pejabat yvang beru

berdasarkan Peratuman Walliots ini.

BAB VIl

KETENTUAN PENUTLIP

Pasgal 15

Pada sagt Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang
Nomar 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungst serta Tata Kerja Badan Bepegawaian, Pendidikan Den Pelatihan
Daerah Kota Kupang (Ferita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 pomor 231),
sebagaimana ielh diubah dengan Peratvran Waliketa Kupang Nomor 85
Tabhun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 58
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatiban [Jaerah Kota
Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 nomor 510) dicabut dan
dinyatakan ticdak berlal,



Pasal 16
Peraturen Waliliota ind mulai berlalou pada tanges] dinndangkarn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walilkota ini dengan penempatannyza dalam Berfa Daerah Kota Kupang.

Ihtetapkan i Kupang
pada gpal A Desamjber 2021
Ll warndbra kupanc,

= JEFTRSRSON R RIWU KORE
Diundangkan di Kupang
pada tenggal 31 Desember 2021
iRETARIS DAERAH KQTA KUPANG,

Fél-ﬂ;ﬁﬁﬂ" PRIESTLEY F

TA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 578
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